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WALIKOTA PAREPARE 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALTKOTA PAREPARE 
NO MOR 45 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PAREPARE, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayal (2) 
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018, rnaka perlu rnenctapkan Pcraturan 
Walikota tentang Penajabaran Anggaran Pcndapalan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tuhun 2003 tcntung Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Ncgaru Rcpublik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntaug Pcmcrintuhan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tuhun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmburan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan . 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200 l Len Lang 
Pembinaan dan Pengawasan alas Pcnyclcnggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4574); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NC'guru Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcrnburan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 icntung Sta udur 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmburau Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Lentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahun lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14.Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tah 111 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 

15.Peraturan Daerah Kata Parcpare Nomor 13 Tal iun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lcrnbaran 
daerah Kata Parepare Tahun 2008 Nomor 13); 

16.Peraturan Daerah Kata Pare pare Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Bclunja Dacrah 
Tahun Anggaran 2018 (Lernbaran Dacrah Kora Parcpurc l'ah un 
2017 Nomor 12). 

MEMUTUSKAN . 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2018. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kata Parepare. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur pcnyclenggara 
pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah Otonomi. 

3. Walikota adalah Walikota Parepare. 
4. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjulnya 

disingkat Penjabaran APBD adalah Penjabaran Anggaran Pcndupatan dan 
Belanja Daerah Kata Parepare Tahun Anggaran 2018. 

BAB II 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tcrdi ri alas; 

A. Pendapatan 
1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Rpl45.207.699.292,00 
Rp608. 741.841.000,00 
Rpl04.2 l l.330.402.00 
Rp858.160.870.694,00 

8. Belanja 
1. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja pegawai 
2. Belanja bunga 
3. Belanja subsidi 
4. Belanja hibah 
5. Belanja bantuan sosial 
6. Belanja bagi hasil 
7. Belanja bantuan keuangan 
8. Belanja tidak terduga 

2. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defesit) 

Rp335.193.67 l.127,00 
Rp4.500.000.000,00 
Rp2.9 l 9.420.000,00 
Rp29.414.400.000,00 
Rpl .000.000.000.00 
Rp0,00 
Rp805.904.000,00 
Rp2.000.000.000,00 
Rp375.833.395.187,00 

Rp27.934.957.336,00 
Rp312.30l. l4 l .92l ,OO 
Rp 159.296.3() 1.250,00 
Rp499.532.400.507 ,00 
Rp875.365.795.694,00 

Rp(l 7 .204.925.000),00 

c. Pembiayaan . 



C. Pembiayaan 
1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Netto 
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Rp.26.180.000.000,00 
Rp.8. 975.075.000.00 
Rp.(29.469.477.500,00) 

Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp0,00 

Pasal 3 

( 1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Peraturan W alikota ini. 

(2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lanjut dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan W alikota ini. 

(3) Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalam Peratutan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 
dengan ketentuan Perundang-undangan. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. 

Ditetapkan di Parepare 
pada tanggal 27 Desember 2017 

WALIKOTA PAREPARE, 
ttd 

TAUFAN PAWE 
Diundangkan di Parepare 
Pada tanggal 27 Desember 2017 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 

ttd 
IWAN ASAAD 
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2017 NOMOR 45 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUND -UNDANGAN, 

SU IANI SH 
NI . 19680221 199312 2 002 


